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Abstrak.

Resistensi antibiotik merupakan ancaman utama terhadap
kesehatan manusia. Penggunaan antibiotik tidak hanya
dilakukan pada manusia, tetapi juga di bidang pertanian
khususnya peternakan dan perikanan. Pengaturan
penggunaan antibiotik pada peternakan dan perikanan
tidak dapat dilakukan secara selektif, sehingga berpeluang
terhadap terjadinya sebaran bakteri antibiotik ke alam
bebas menjadi lebih masif. Bakteri ini dapat berubah dan
mentransfer antibiotic resistant gene (ARG). Di Indonesia,
data paparan ARG di alam bebas belum diketahui. Oleh
karena itu, penelitian ini dilakukan, pada tulisan ini
disajikan metode pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ARG, potensi sumber bakteri AR dan
menganalisis parameter kualitas air yang berpengaruh
terhadap AR. Sungai Code merupakan sungai ideal dari
hulu ke hilir, yang diduga perairannya belum terjadi
kontaminasi. Penggunaan lahan di DAS Code antara lain
pertanian, peternakan, perikanan, perkotaan. Terdapat
beberapa rumah sakit yang berpotensi sebagai sumber
bakteri ARG. Sampel air diambil pada 13 titik untuk diuji
BOD dan Bakteri Coli. Hasil dari penelitian tesebut
diharapkan dapat diketahuinya potensi penyumbang
antibiotik terbesar pada lingkungan terhadap antibiotik
berdasarkan kondisi kualitas air dan penggunaan lahan.
Metode ini juga dapat digunakan untuk evaluasi
pengelolaan lingkungan.

Kata kunci: kualitas air, lingkungan, pengelolaan limbabh,
resistensi antibiotik

1. PENDAHULUAN

Abstract.

Antibiotic resistance (AR) has become the major threat to
human health. Using antibiotics drugs consistently for
medication without knowing the exact regulation makes the
bodies resistant toward antibiotic itself. The use of
antibiotics not only for human, but it also use in agricultures
and animals. The Regulation of using antibiotics nowadays
only applied in human, whether using antibiotics for
agricultural and animal farming has not been made. Hence,
the spread of antibiotic resistant bacteria in environment is
remarkable. This bacteria can transform and transfer the
antibiotic resistant gene (ARG) to another bacteria. Based on
this problem, WHO considered AR as the three greatest
threats to human health and lead consolidation to combat
the AR. In Indonesia, the AR data is limited. This research
aims to review methods use in AR’s research, AR potential
source and analyze several water quality that affect the AR
bacteria. . Code River is one of an ideal river which is believed
has not been contaminated by AR. The dominant land use in
Code River Basin are agriculture, animal farming, fishery,
settlement. There are several hospitals in the river side which
are potential as AR sources. The water samples were
collected in 13 sites for BOD and E. Coli analysis. This
research result were expected to provide comprehensive
data of the potential AR sources in the environment based on
the water quality and land use. This method can be used to
evaluate environmental management program.

Keywords: water quality, environment, waste management,
antibiotic resistance

Penyebaran gen resistensi antibiotik (antibiotic resistance gene/ARG)
melalui bakteri saat ini merupakan hal yang menjadi perhatian di dunia global
(Laport et al 2016). Meskipun di negara-negara Skandinavia, penelitian
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Mereduksi amonia kotoran ternak unggas dengan
menggunakan kapur dan tanaman kedelai

Abustan?®, A. Pudjirahaju?

1Program Studi Pendidikan Fisika, Universitas Palangka Raya, Indonesia
2Program Studi Ilmu Peternakan, Universitas Palangka Raya, Indonesia

Abstrak.

Penelitian ini dilakukan untuk membantu masyarakat
peternak di Kalimantan Tengah dalam mengatasi
permasalahan tentang pencemaran udara yang sering
dikeluhkan oleh warga masyarakat yang terdampak akibat
adanya aktivitas peternakan di sekitar pemukiman karena
munculnya bau berupa amonia yang ditimbulkan dari
kotoran ternak serta banyak lalat yang beterbangan. Upaya
mengatasi hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kapur
beserta tumbuhan kedelai untuk mengatasi pencemaran
udara. Metode untuk mengetahui seberapa besar intensitas
bau amonia dari setiap kandang ternak baik yang diberi
perlakuan maupun yang tidak diberi perlakuan
kesemuanya diukur dengan menggunakan alat detektor
amonia model AR8500. Hasil penelitian menemukan
bahwa pemberian kapur dan penanaman kedelai adalah
suatu perlakuan yang paling tepat karena mampu
menurunkan intensitas bau amonia hingga 64,07%, dari
1,67 ppm (kandang kontrol tanpa perlakuan) menjadi 0,60
ppm. Selanjutnya disusul kandang dengan perlakuan
pemberian kapur turun hingga 59,28%, dari 1,67 ppm
menjadi 0,68 ppm, serta penanaman kedelai di sekeliling
kandang juga mampu menurunkan intensitas bau amonia
hingga 53,29% dari 1,67 ppm turun menjadi 0,78 ppm.
Sementara dosis penggunaan kapur yang paling rasional
baik ditinjau dari faktor ekonomi maupun fungsinya dalam
menurunkan intensiatas bau amonia sebanyak 525 kg atau
sekitar 0,88 kg/m?. Angka ini setara dengan Rp 882/m?.

Kata kunci: amonia, kapur, tanaman kedelai, intensitas bau

1. PENDAHULUAN

Abstract.

This research was conducted to help the farmers in Central
Kalimantan in overcoming the problems of air pollution; the
smell of amonia gas as well as a large number of flies, both
as a result of livestock manure, was often the source of
complaint by local people, and affected from the activity of
broiler farming around settlements. The researchers tried to
use limestone and soybean plants to combat air pollution,
and the intensity of the amonia gas odor from each cattle
enclosure, both treated and untreated, were measured using
the AR8500 amonia detector device. The results showed that
lime and soybean was the most appropriate treatment,
helping to reduce the intensity of ammonia gas odor up to
64.0%, from 1.67 ppm (control) to 0.60 ppm. Lime treatment
alone was slightly less effective, reducing to 59.3%, from 1.67
ppm to 0.68 ppm. Planting soybean around the enclosure was
also able to reduce ammonia to 53.3%, from 1.67 ppm
decreased to 0.78 ppm. The best dosage of lime used was 525
kg or 0.88 kg/m?, which is equivalent to Rp.882 per m2.

Keywords: amonia, limestone, soybean, odor intensity

Perkembangan peternakan ayam boiler di Kalimantan Tengah khususnya
di Palangka Raya cukup mengembirakan terutama dalam lima tahun terakhir ini,
terlihat dari pemenuhan kebutuhan daging ayam broiler di Palangka Raya dan
sekitarnya yang sudah mencapai 24 ton per hari atau sekitar 12.000 ekor.
Menurut data Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah (2015) angka ini
mengalami kenaikan hingga 30% jika dibandingkan dengan kebutuhan pada
tahun 2011 yang lalu. Seiring dengan perkembangan kebutuhan daging ayam
tersebut, juga tidak terlepas dengan persoalan yang dimunculkan dari aktivitas
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Abstrak.

Penelitian tentang sejarah analisis mengenai dampak
lingkungan (amdal) di Indonesia bertujuan untuk
memperoleh gambaran perubahan regulasi amdal. Metode
dan materi penelitian ini berupa studi pustaka jurnal-
jurnal, buku-buku teks dan dukumen-dokumen penelitian
tentang sejarah amdal. Penelitian menghasilkan gambaran
sejarah awal mula amdal di Indonesia. Dimulai dari
keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada
Conference on the Human Environment (UNCHE) di
Stockholm tahun 1972 dan 1973 Indonesia memulai
memasukan pertimbangan lingkungan ke dalam program
pembangunan nasional, melalui Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor IV Tahun 1973 dalam
Garis-garis Besar Haluan Negara Bab Il bagian B butir
(10). Undang-undang lingkungan hidup pertama kali di
Indonesia dikeluarkan  tahun 1982 yang kemudian
mengalami pergantian pada tahun 1997 dan 2009. Pasal-
pasal dalam undang-undang mencatumkan amdal sebagai
salah satu instrumen pencegahan kerusakan lingkungan.
Peraturan pemerintah tentang amdal pertama kali
diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor
29 Tahun 1986, selanjutnya diganti dengan Peraturan
Pemerintah 51 tahun 1993 dan kemudian Peraturan
Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 dinyatakan tidak
berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 tahun 1999. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun
diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2012 tentang Izin Lingkungan.

Kata kunci: sejarah, amdal, peraturan pemerintah, undang-
undang

1. INTRODUCTION

Abstract.

This research on the history Environmental Impact
Asessment (EIA) in Indonesia is aimed at obtaining an
overview of the changes in regulations concerning EIA. It
methads and materials in the form of library study including
journals, books, and research documents on the history of
EIA. The research produced an overview of the early history
of EIA in Indonesia. The overview starts from the
participation of the Government of the Republic of Indonesia
in the Conference on the Human Environment (UNCHE)
Stockholm in 1972, In 1973 Indonesia began inserting
environmental consideration into the national development
program based on the Decree of the People's Consultative
Assembly Number IV of 1973 in the Broad Outlines of State
Policy Chapter Il Part B item (10). Environment law was
firstly enacted in Indonesia in 1982, As time went by, the
environmental laws went changes in 1997 and 2009. This
law mandated the enactment of government regulation
concerning ElA. EIA was first implemented in Indonesia
based on the Government Regulation Number 29 of 1986. It
was replaced with the Government Regulation Number 51 of
1993. Then It was revoked and replaced with Number 27 of
1999. After 3 (three) vears replaced with Number 27 of 2012
on environmental license.

Keywords: history, environmental impact assessment (eia),
government regulation, law

After the Conference on the Human Environment (UNCHE) in Stockholm in

1972, Indonesia began put environmental consideration into the national
development program that in 1973 the Decree of the People's Consultative
Assembly Number IV of 1973 in the Broad Outlines of State Policy Chapter Il
Part B item (10) officially included environmentally sound development.
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As time went by, the environmental law underwent changes in 1997 and
2009. This law mandated the issuance of the Government Regulation concerning
environmental impact assessment as an instrument to prevent environmental
damage.

The government regulation concerning environmental impact assessment
underwent changes following the changes in the environmental laws, namely the
issuance of the Government Regulation Number 29 of 1986, the Government
Regulation Number 51 of 1993, the Government Regulation of 27 of 1999 and
the Government Regulation Number 27 of 2012 on environmental license. This
research is aimed to obtain an overview of the history of environmental impact
assessment in Indonesia. Therefore, it is expected that this research can obtain
information about the effectiveness and efficiency of the environmental impact
assessment process in Indonesia.

2.  RESEARCH METHODS AND MATERIALS

This research employed library study from various literatures of which
materials consisted of international journals, books, and research results on the

involvement of the people in the process of environmental impact assessment
from 1995 to 2013.

3. RESEARCH RESULTS

The environmental impact assessment was first introduced in the United
States of America on December 31, 1969 since the enactment of the National
Environmental Protection Act (NEPA). This law required projects that had
impacts on biophysical environmental components to make an environmental
impact assessment (Canter 1996; Hadi 2009).

Canter (1996) states that: “Environmental impact assessment” (EIA) can be
defined as the systematic identification and evaluation of the potential impact
(effects) of proposed projects, plans, program, or legislative actions relative to
the physical-chemical, biological, cultural, and socioeconomic components of the
total environment. This definition show that every activity or program planning
starts by conducting a systematic identification and evaluation on the potential
impact that may occur on the total environment including physical, chemical,
biological, cultural and socio economic impacts.

EIA is a process of analyzing and evaluating environmental impacts caused
by human activities. EIA is aimed at guaranteeing the achievement of sustainable
development, which is creating harmony between human prosperity and
ecosystem conservation. Therefore, until now EIA is an effective tool in planning
environmental management. EIA is an activity that involves people starting from
giving information about the activity plan, identification, and evaluation of
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environmental change as a result of project activity and their involvement in
decision making process.

In addition, EIA is a technical key to combining concepts such as the
principles of preventing natural resource loss and making right decision to
achieve the main objectives of sustainable development (Zamorano 2013).

In Indonesia, Environmental Impact Assessmentis defined in Law Number
32 of 2009 on conservation and management of Environment article 1 number
(11) stating that environmental impact assessment is an assessment on crucial
impacts of a business and /or activity that is planned on the environment which
is necessary for a decision making process concerning the implementation of
business and/or activity. EIA is also one of the instruments to prevent pollution
and/or environmental damage (Law Number 32 of 2009 item 14 (e)).

Based on the articles in this law, there are 2 (two) key words on the
definition of environmental impact assessment, namely (1). A study con the
important impacts of a business and/or activity plan and; (2) the process of
decision-making concerning the implementation of a business and/or activity. A
study on the important impacts of a business and/or activity plan has a scientific
significance. This is indicated that the process of EIA uses quantitative and
qualitative scientific methods, especially in analyzing the possibilities of the
impacts that may occur if a plan will be executed. Therefor, EIA as an instrument
to prevent pollution and/or environmental damage is an activity of study thatis
scientifically reliable.

The study process in environmental impact assessment is carried out
through the process of making a proposal (making of terms of reference), field
research (making of environmental impact assessment) and giving suggestions
and recommendations in the form of plans in managing the important impacts of
an activity and the monitoring plans (making environmental management and
environmental monitoring plans). All process taking place on the making of
environmental impact assessment is used as a consideration for the decision of
environmental feasibility. This decision making on environmental feasibility will
serve as the requirements for the obtaining a license for activities utilizing
natural resources.

3.1. The birth of environmental impact assessment in Indonesia

As a result from the participation of the Government of the Republic of
Indonesia in the Conference on the Human Environment (UNCHE) in Stockholm
in 1972, in 1973 the Government of the Republic of Indonesia first included
environmentally sound development programs in the Decree of the People's
Consultative Assembly.

One of the environmental development programs contained in Decree of
the People's Consultative Assembly Number [V of 1973 in the Broad Outlines of
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State Policy Chapter III Part B item (10) stating that: “In the implementation of
development, Indonesian natural resources must be used rationally. Natural
resources must be exploited in a way which does not damage human
environment, is carried out with full wisdom and calculates the needs of future
generations”.

In 1975 through the Presidential Decree Number 27 of 1975, the
Government of the Republic of Indonesia established an inventory and
evaluation committee on natural resources. This committee was assigned to
make a nationwide analysis on demand and supply pattern as well as present
and future technological advances in order to assess social, economic,
environmental, and political implication which would serve as the basis for
deciding utilization policy and its security as national development resource at
that time. The Presidential Decree Number 27 of 1975 was followed up by the
Decree of Minister of Research Number 13 of 1975 on the Establishment of Work
Program Formulating Committee for Natural Riches and Coordination,
Integration, and Synchronization Committee.

Based on the results of the formulating committee, in 1978 the Government
of the Republic of Indonesia produced a formula in the Decree of the People's
Consultative Assembly Number IV of 1978 concerning the Broad Outlines of
State Policy Chapter IV Part D item (19) stating that One of the important aspects
in economic development is the utilization of natural and environmental
resources.

Accordingly, itis necessary to improve inventory and evaluation of natural
and environmental resources. Similarly, it is necessary to improve rehabilitation
of damaged natural and environmental resources and steps to prevent damage
on natural and environmental resources in order to ensure their sustainability”.
Based on the Presidential Decree Number 35 of 1978, in 1978 as a follow up to
the Broad Outlines of State Policy, for the first time the Government of the
Republic of Indonesia appointed a minister that coordinated government
apparatuses assigned to supervise development and environment as well as to
improve environmental management.

In 1980, the Presidential Decree Number 27 of 1975 was replaced by the
Presidential Decree Number 68 of 1980 on the establishment of the committee
of natural resources inventory and evaluation. This decree was aimed at further
improving the implementation of the committee of natural resources inventory
and evaluation as well as establishing the position of the principal tasks and
functions in order to support the implementation of national development by
appointing the Minister of Development and Environment Supervision as vice
chairman of the committee.

Two years later, in 1982, the government proposed a draft of
environmental law, which was then legalized by the House of Representative in
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March 1982. Law Number 4 of 1982 was enacted in March 11, 1982. This law
contained the principal provisions of environmental management. One of
considerations for the enactment of this law was that environment was a gift
from the almighty God, so that utilizing natural resources should consider
sustainable and environmentally sound development by calculating the needs of
current and future generations. Article (1) item (10) of this law starts the
explanation about environmental impact assessment. The environmental
impact assessment is a study on the impact of an activity that is planned on the
environment, and is needed for a decision making process. Article (16) states
that every plan estimated to have a crucial impact on the environment must be
complemented with an environmental impact assessment of which
implementation is regulated in the government regulation.

In 1987, the World Commission on Environment and Development (WCED)
through the Brundtland Commission first proposed the concept of sustainable
development project. Then in 1992, the Indonesian government participated in
the Conference on Environment and Development (UNCED) or Earth Summit in
Rio de Janeiro, Brazil. In this conference, sustainable development program was
proposed to be extended and continued to be applied in every development
program (Death 2014). Since then, the Government of the Republic of Indonesia
started to make various adjustments on all development policies.
Environmentally sound development was poured into the environmental law of
the Republic of Indonesia Number 23 of 1997.

Various environmentally sound developments were continuously adjusted
by the government. Such changes are not only resulted from political situation in
the country (Old Order before 1966, New Order 1966-1998, Reform Order 1998-
present), but also pressures from the world that the Government of the Republic
of Indonesia should implement the environmentally sound and sustainable
development.

Political change in the country brings consequences to the changes in the
environmental law and the government law that follows. Environmental laws
changed 3 (three) times within 27 years from 1982 until 2009. Law Number 4 of
1982 concerning Basic Provisions of Environmental Management was officially
replaced with Law Number 23 of 1997 on Environmental Management in
September 19, 1997, and Law Number 23 of 1997 was revoked as of October 3,
2009 and replaced with Law Number 32 of 2009 on Environmental Conservation
and Management. The government regulation on environmental impact analysis
also underwent changes following the changes in the Environmental Law.

Environmental impact assessment (EIA) was first implemented in
Indonesia in 1986 through the enactment of the Government Regulation
Number 29 of 1986 on environmental impact assessment as mandated by
Environmental Law Number 4 of 1982. The Government Regulation concerning
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environmental impactassessment (EIA) has had changed 3 (three) times within
25 years from 1986 to 2012. First, Government Regulation Number 29 of 1986
on environmental impact assessment was replaced with Government Regulation
Number 51 0f 1993 on environmental impact assessment. The latter government
regulation concerning environmental impact assessment still referred to Law
Number 4 of 1982 and due to practical reason in a decision making process.
Second, the change occurred because Law Number 4 of 1982 was revoked and
replaced with Law Number 23 of 1997. Therefore, Government Regulation
Number 51 of 1993 on environmental impact assessment was revoked and
replaced wit Government Regulation Number 27 of 1999 on environmental
impact assessment. In this year, the word lingkungan (environment) was added
with hidup (living/life) so it became lingkungan hidup (living environment).
Third, because Law Number 23 of 1997 was replaced with Law Number 32 of
2009, on February 23, 2012 Government Regulation Number 27 of 1999 on
environmental impact assessment was revoked and replaced with Government
Regulation Number 27 of 2012 on Environmental License.

3.2. Process of making environmental impact assessment in Indonesia

In general, the making of environmental assessment in Indonesia is aimed
at obtaining a decision on environment feasibility for a plan running an activity
or business that has significant impact on the environment. Specifically, the
making of environmental impact assessment is aimed at, first, obtaining data
and information of a business or activity plan; second, obtaining accurate data
and information about preliminary environmental setting where the activity
and/or business that has significant impacts will take place; third, obtaining the
results of an estimation of a massive and significant impacts of an activity plan
on the change in environmental components and mitigation efforts towards the
significant impacts caused by the business and /or activity plan; fourth obtaining
results of evaluation of significant impacts of a business and/or activity plan that
can have significant impacts on the change in the quality of environment; fifth,
obtaining a management and monitoring planning program for the quality of
environment that is estimated to be affected by the significant impact of a
business and/or activity plan.

Administratively, the stages of environmental impact assessment (EIA) in
Indonesia include screening, making documents of environmental impact
assessment, evaluating environmental impact analysis documents, making
decision on the environmental feasibility based and the study results and
environmental impact assessment of a business and/or activity plan. The
process and guidelines for the making of environmental impact assessment in
Indonesia developments and changed as the changes in Laws and Government
Regulations.
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3.2.1. Period 1982-1992

This period used Government Regulation Number 29 of 1986 on
environmental impact analysis. Some important things in the environmental
impact assessment based on the Government Regulation in this period was as
follows:

First, procedures for environmental impact assessment based on
government regulation that the project initiator should propose the project to
the Minister or Person in charge of relevant activity. The proposal contained
whether it was necessary to complete such activity in with environmental
information presentation (EIP). The requirements of EIP or early screening were
activity changing land and landscape, exploitation of renewable and non-
renewable natural resources, activity causing depletion, damage or deterioration
of natural resources, activity affecting social and cultural environment, affecting
conservational area and cultural heritage, activity introducing plants, animals,
microorganism, making and using biological and non-biological materials, and
activity applying technology predicted to have a great potential impact on the
environment.

Second, after such activity is declared to have significant impacts by the
minister or the person in charge, the activity should be equipped with an
environmental impact assessment (EIA). The guideline concerning the extent of
significant impacts is determined by the minister in charge of managing the
environment.

Third, if the initiator thinks that the plan will have significant impacts on
the environment, the initiator and the responsible institution directly make a
term of reference for the making of the environmental impact assessment
without making the EIP first.

Fourth, it is not necessary to environmental impact assessment for an
activity plan that is immediately carried to overcome an emergency
circumstance. This decision is made after the minister or the person in charge
consult with the minister assigned for managing the environment.

Fifth, if the responsible institution, in this case the minister or the
governor, declares that the environmental impact assessment must be made, the
initiator must make aterm of reference (atthelatest 30 days after being decided
by the commission).

Sixth, the environmental impact assessment made by the initiator is then
submitted to the responsible institution, in this case the minister or governor, to
be evaluated by the commission. The evaluation commission decides to approve
or reject the environmental impact assessment (at the latest 90 days after being
decided by the commission). If the commission rejects, the initiator must revise
the proposal and re-submit to the commission to obtain approval for the
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environmental impact assessment (at the latest 30 days after being decided by
the commission).

Seventh, if the deadline for deciding the term of reference of environmental
impact assessment is passed by the commission, based on the power of this
government regulation the activity will obtain an approval.

Eighth, if the result of environmental impact assessment states that that
negative impact is greater than positive impact and such impact cannot be
overcome by science and technology, the minister or governor can reject such
activity plan. Subsequently, the initiator is given 14 days to file an objection to
the decision. In such case, the minister or governor is given 30 days to process
the initiator’s objection (if the deadline is passed, the initiator’s objection is
considered as accepted based on the power of government regulation, the
environmental management plan and environmental monitoring plan can be
made).

Ninth, after the permission is granted, the initiator directly submits the
environmental management plan and monitoring plan to the minister or
governor in this case referred to as the institution responsible for giving
approval.

Tenth, if the environmental management and monitoring plan is declared
imperfect by the minister or governor based on the commission’s evaluation, the
initiator is given 30 days to revise it. If the deadline of 30 days is passes, the
environmental management and monitoring plan is assumed to be approved. In
this period, the decision of approval on the environmental impact assessment is
adecision that greatly determines whether an activity can be executed. However,
if there is no activity carried out by the initiator within 5 (five) years since the
issuance of the approval on the environmental impact assessment, the decision
is considered expired. Therefore, the initiator should submit a new proposal.

The minister or governor can grant re-approval based on new
environmental impact assessment, environmental management and monitoring
plan, or previous documents that can still be used. In addition to expiration, the
decision of approval for the environmental impact assessment can be declared
void. Such approval is void if there is a fundamental environmental change due
to natural events or other events before the activity is carried out. If this happens,
the initiator must make a new environmental impact assessment based on a new
environmental zone based on the prevailing regulation. If the previous location
has obtain approval for the environmental impact assessment and undergone
fundamental environment change, the initiator does not have to make a new
environmental information and the location undergoing fundamental changes
can be used as the basis to make a new environmental impact assessment.
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3.2.2. Period 1993-1997

The process and guideline of making the environmental impact assessment
in this period were regulated in Government Regulation Number 51 of 1993 on
environmental impact assessment as an improvement for Government
Regulation Number 29 of 1986 as mandated in Law Number 4 of 1982
concerning Basic Provisions of Environmental Management Article (16). The
process of making the environmental impact assessment starts with determining
the type of business or activity estimated to have significant impacts on the
environment. This is determined by the minister assigned to manage
environment and control environmental impacts, after considering advices and
opinions from the minister or person in charge of a non-department government
institution.

If the business or activity plan has been determined to make the
environmental impact assessment, according to this Government regulation the
stages carried out in the process of environmental impact assessment are as
follows.

First, the initiator must make a term of reference for the making of
environmental impact assessment. The term of reference is submitted to the
commission of environmental impact assessment to obtain written correction
or feedback within 12 days. If the deadline is passes, the term of reference is
declared valid as the basis for making the environmental impact assessment.

Second, after the term of reference is approved by the commission of
environmental impact assessment, the initiator starts making environmental
impact assessment, environmental management and monitoring plan, and
submitting to the responsible institution, in this case the minister or the
governor. After it is evaluated by the commission of environmental impact
assessment (within 45 days after the document is accepted, the commission of
environmental impact assessment must have assessed and made a decision on
the acceptance or rejection of the document). If within the time given the
commission has not made a decision, the document is declared valid and
approved.

Third, if the environmental impact assessment, environmental
management and monitoring plan is rejected, the initiator is given 30 days to
make a revision. If within the time given the commission of environmental
impact assessment has not made a decision, the document is declared approved
to be accepted based on the power of the regulation.

Fourth, if the document of environmental impact assessment concludes
that negative impacts of the activity cannot be overcome based on science and
technology and the cost to overcome such impact is larger than the positive
impact, the minister or governor should decide to reject. In regard to this
decision, the initiator is given 14 days to file an objection to the rejection.
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Subsequently, the responsible institution in this case the minister in charge of
business and/or activity coordinates with the minister assigned to manage
environmental impacts to make a decision at the latest 30 days since the initiator
files an objection to the rejection of the activity. According this Government
Regulation, this decision in the procedures of environmental impact assessment
process in Indonesia is a final decision.

Fifth, the approval for environmental impact analysis, environmental
management and monitoring plan is declared expired if the activity is not
executed for 3 (three) years after the decision is issued. If it is declared expired,
the initiator can submit an approval request to the responsible institution
(Minister in charge of the activity or Governor). The institution decides whether
the previous document can be re-used or must be renewed.

Sixth, the approval decision is declared void if there is a fundamental
environmental change due natural events or other events before and during the
time in which activity is executed. Afterwards, the environmental condition that
has undergone fundamental changes can be reused as a new picture of
environmental setting that will be reused as the basis for making environmental
impact assessment, environmental management and monitoring plan
documents. The most fundamental difference of the government regulations
between the previous period and this period is that the EIP is not made as the
basis for determining the making of environmental impact assessment,
environmental management and monitoring plan documents. In addition, the
duration for the process of environmental impact assessment is different. This
government regulation only takes a maximum of 131 days, while the previous
government regulation could take a maximum of 224 days.

3.2.3.Period 1998-2008

The period 1998 to 2008 is reform transition period until reform period. In
this period, laws and regulations underwent changes as the result of the changes
in government. Government Regulation concerning environmental impact
analysis referred to Law Number 23 of 1997 serving as a substitute of Law
Number 4 of 1982. This Law had been adjusted from the previous Law. Such
adjustmentincluded the word “lingkungan” (environment) which was no longer
used, but changed into “lingkungan hidup” (living environment). This change
gave a profound meaning, that a living environment was a condition in which
human behaviors was the main focus in studying the change in the quality of
environment. In addition, the sustainable development had clearly become the
first consideration in making this Law.

In this period, the prevailing regulation concerning environmental impact
analysis was Government Regulation Number 27 of 1999. In this regulation,
there is a difference from the previous government regulation, namely the

JPLB, 2(1): 55-68, 2018 Tersedia di http:/ /www.bkpslLorg/ojswp /index.php/jplb




65 F.S. Dhiksawan et al. History of environmental impact
assesment

phrase “Dampak besar dan penting” (Major and significant impact), previously
only “Dampak penting” (Significant impact) in order to indicate fundamental
environmental changes caused by an activity. The processes taking place in this
Government Regulation are maximum 150 days. Stages in the making of
environmental impact assessment are as follows.

First, the term of reference is made by the initiator and submitted to the
responsible institution (Head of Institution assigned to control environmental
impacts at the Central level or governor at regional level) through the central or
regional audit commission.

Second, the decision on evaluation results on the term of reference takes a
maximum of 75 days, and if within such period of time the audit commission does
not make a decision, the term of reference is declared valid. One important thing
is that is the term of reference must be rejected if the activity plan is not in
accordance with the regional spatial planning.

Third, after the term of reference is accepted, the initiator makes
environmental impact assessment, environmental management and monitoring
plan based on the term of reference. Subsequently, the initiator submits the
documents of environmental impact assessment, the environmental
management plan and environmental monitoring plan to the audit commission
to be evaluated and decided its environmental feasibility (at the latest 75 days).

Fourth, the decision of environmental feasibility issued by the responsible
institution must be attached with suggestions, opinions, and responses
submitted by the people.

Fifth, the decision on environmental unfeasibility is issued by the audit
commission if major and significant negative impact caused by the business
and/or activity cannot be overcome by the available technology and if the cost to
overcome is greater than the benefits. If the decision of unfeasibility is issued by
the responsible institution, the responsible institution must reject the business
license proposed by the initiator.

Sixth, the decision of environmental feasibility issued by the responsible
institution is declared expired if the activity is not executed within 3 years after
the issuance of the decision of environmental feasibility. In this case, the initiator
is required to resubmit the approval request for the environmental impact
assessment, environmental management plan and environmental monitoring
plan to the responsible institution. Subsequently, the responsible institution can
have the initiator to make a new document or to reuse the old documents fully.

Seventh, the decision of environmental feasibility is declared void if the
initiator moves the location of business and/or activity, changes design, process,
capacity, raw materials, supporting materials or there is fundamental
environmental changes due to natural events and other events before and during
the time in which the business and/or activity is executed.
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3.2.4. Period 2009-present

Government regulation concerning environmental impact assessment in
the period 2009 until the present time was based on Law Number 32 of 2009
conservation the environment conservation and management. In this law, it is
stated in Article (14) that one of the instruments to prevent environmental
damage and pollution is environmental impact assessment, and because
environmental impact assessment is one of the instruments in granting
environmental license, Article (41) mandates to regulate environmental license
in the form of Government Regulation.

The aforementioned government regulation is Government Regulation
Number 27 of 2012 concerning Environmental License. In this period, the
decision on the environmental feasibility that is obtained through the following
process of environmental impact assessment.

First, a business and/or activity plan estimated to have significant impacts
on environmental components is required to have an environmental impact
assessment. The provisions for the type of business and/or activity that is
required to have an environmental impact assessment has been stipulated in the
Regulation of Minister of Environment Number 05 of 2012, while the procedure
for evaluation and license issue is regulated in the Regulation of Minister of
EnvironmentNumber 08 of 2013 on Procedures for Evaluation and Examination
of Environmental Documents as well as Issuance of Environmental License.

Second, the initiator submits a term of reference to the Audit Commission
of Environmental Impact Assessment to be technically examined and audited in
order to obtain an approval from the commission. The period for evaluating the
term of reference until the issuance of letter of approval is a the latest 30 working
days after it is declared complete administratively.

Third, after obtaining approval for the term of reference, the initiator
submits the environmental impact assessment, environmental management
plan and environmental monitoring plan to be evaluated by the Audit
Commission of Environmental Impact Assessment to obtain the
recommendation for environment feasibility or unfeasibility. The maximum
period for evaluating until obtaining the recommendation is at the latest 75
working days.

Fourth, based on the recommendation from the Audit Commission of
Environmental Impact Assessment, the initiator will obtain a letter of decision
on the environmental feasibility and environmental license from the Minister,
Governor or Regent/Mayor in accordance with their respective authority.

4. CONCLUSION

The history of environmental impact assessment in Indonesia began when
Indonesia participated in the Conference on the Human Environment (UNCHE)
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in Stockholm in 1972. In 1973, the Government of Republic of Indonesia issued
an environmental development program as stipulated in the Decree of the
People's Consultative Assembly Number IV of 1973 in the Broad Outlines of
State Policy Chapter III Part B item (10). This became the origin of the birth of
Environmental Law Number 4 of 1982 as the first law in Indonesia regulating the
Basic Provisions of Environmental Management. The environmental law has
changed twice until the present time, namely Law Number 23 of 1997 on
Environmental Management and Law Number 32 of 2009 on Environmental
Conservation and Management. The changes in Laws were followed by the
changes in government regulations concerning environmental impact
assessment. Government Regulation Number 29 of 1986 was replaced with
Government Regulation Number 51 of 1993, then Government Regulation
Number 27 of 1999 and current Government Regulation Number 27 of 2012 on
Environmental License.
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